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Kabupaten Jepara merupakan salah satu tempat maraknya kawin kontrak antara wanita pribumi dengan pria warga negara asing. Perkawinan dilakukan untuk tujuan bisnis, dimana wanita pribumi dijadikan objek untuk memperlancar tujuan bisnis orang asing dengan diberi imbalan materi. Wanita tersebut mau dinikah meskipun tahu hanya diperalat, karena merasa sudah mendapat untung walaupun ada dampak dan ketidakadilan gender yang mengiringinya. Dengan keganjilan-keganjilan yang terjadi dalam fenomena kawin kontrak, maka hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. 


Permasalahan dalam penelitian ini, (1) Dampak apakah yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan kawin kontrak terhadap istri kontrakan di Kabupaten Jepara?, (2) Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti apa yang terjadi dalam perkawinan kontrak di Kabupaten Jepara?



Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah wanita yang melakukan kawin kontrak dengan warga negara asing (istri kontrakan), informan adalah masyarakat atau tetangga pelaku kawin kontrak, pamong desa (kepala desa) dan tokoh agama yang menikahkan pelaku (penghulu) setempat. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan triangulasi yaitu membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan persepsi seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti mayarakat setempat, aparat desa, tokoh agama dan penghulu. Teknis analisis data yang digunakan melalui: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 



Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan kontrak di Kabupaten Jepara dilaksanakan secara terselubung dan privasi. Pelaku menggunakan kedok agama dengan menikah siri, bahkan ada yang berkedok nikah resmi secara hukum. Fenomena kawin kontrak yang terjadi tenyata menimbulkan dampak bagi istri kontrak berupa: (1) dampak sosiologis, yaitu berkurangnya interaksi sosial dan peran di masyarakat baik di tempat tinggal yang dahulu atau sekarang, menjadi orang yang lebih tertutup dalam masyarakat, terjadi perubahan status sosial dan lebih disegani masyarakat. masyarakat tetap menerima keberadaan pasangan kawin kontrak; (2) dampak psikologis, secara positif istri kontrakan menjadi lebih tenang setelah menikah, sebagian istri kontrakan merasakan kekecewaan yang akhirnya menimbulkan perceraian; (3) dampak ekonomi yaitu menjadi orang yang lebih mapan secara ekonomi, sebagian merasakan kekecewaan dalam masalah ekonomi, semua tergantung dari keberuntungan istri kontrakan. Selain itu, para istri kontrakan juga mengalami tindak ketidakadilan gender yaitu stereotip atau anggapan buruk masyarakat terhadap istri kontrakan, beban ganda (double burden) dalam rumah tangga karena selain bekerja mereka juga mengurusi urusan domestik dan kekerasan (violence) terhadap perempuan berupa kekerasan psikologis, kekerasan finansial, kekerasan seksual dan kekerasan dalam bentuk pelacuran. 



Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkawinan kontrak dilaksanakan secara terselubung karena hal itu dilarang dalam hukum agama dan hukum pemerintah, sehingga mereka menyembunyikannya dengan nikah siri atau nikah resmi agar hubungannya disahkan secara agama dan dapat diterima masyarakat. Hasil perkawinan menimbulkan dampak yang dialami istri kontrakan sebagai adanya konsekuensi yang harus diterima baik positif atau negatif. Selain itu, istri kontrakan juga mengalami tindak ketidakadilan gender karena posisi perempuan adalah sebagai objek yang dimanfaatkan suami kontrakan dan sebagai pengaruh kentalnya budaya patriarki dalam masyarakat yang cenderung menempatkan wanita pada posisi subordinat.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan kepada pemerintah (baik pusat atau daerah) agar dapat mempertegas peraturan melarang kawin kontrak dan pemberian sanksi hukum terhadap pelakunya. Pemerintah bekerjasama dengan pihak kepolisian dan LSM untuk mengungkap pelaku kawin kontrak. Pemerintah bekerjasama dengan tokoh agama untuk menyadarkan warga dalam hal pernikahan yang sah, dan bagi kyai agar lebih berhati-hati jika diminta menikahkan siri. Bagi wanita pribumi khususnya wanita Jepara hendaknya berhati-hati dalam memutuskan pernikahan, jangan terjebak pada perkawinan kontrak atau atas adanya perjanjian tertentu. Jika terlanjur, segera minta dinikah secara resmi, jika tidak memungkinkan segera minta cerai. Bagi peneliti dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai jaringan proses kawin kontrak dan kondisi rumah pelaku kawin kontrak baik dari segi sosiologi maupun antropologi. 
























